
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6395); 

a. bahwa dengan beralihnya penanganan pelaksanaan 
metrologi legal berupa tera, tera ulang dan 
pengawasan yang semula berada pada Bidang 
Perdagangan menjadi pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Metrologi Legal, maka perlu ada perubahan 
susunan organisasi, serta tugas da.n fungsi pada 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjamegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 
Banjarnegara; 

BUPATI BANJARNEGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR -/)- TAHUN 2019 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATIBANJARNEGARA 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950  tentang Pembentukan  Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);



10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan,  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 80, Tambahan
Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 80
TAHUN  2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah  Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 80, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Disperindagkop UKM terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Agro Industri; dan
2. Seksi Aneka Industri;

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha dan Promosi; dan
2. Seksi Sarana Perdagangan;

e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
1. Seksi Pendapatan Pasar; dan
2. Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan, Keamanan dan

Kenyamanan;
f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Koperasi; dan
2. Seksi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Disperindagkop UKM sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan,
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan
rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin
usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan
waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba
lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual
langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang
telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal),
pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan
distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat
Daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar
(PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau,
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
tingkat Daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar
dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah).

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi

izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha
toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri,
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin
usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan
asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit
surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan
pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam



rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah);

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan
rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan
izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri,
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin
usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan
asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit
surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan
pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah);

c. pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin
pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko
swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan
barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)  untuk
penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan
waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan
waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha
perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer
dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan asal (bagi
Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat
keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan
pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan



misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah);

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan rekomendasi
izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha
toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri,
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin
usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan
asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit
surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan
pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah);

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penerbitan
rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan
izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB), surat tanda pendaftaran waralaba
(STPW)  untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri,
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan
penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin
usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat keterangan
asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit
surat keterangan asal), pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan
berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah, rekomendasi penerbitan
pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah,
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar Daerah, melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah); dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



MRAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 7~ 

Diundangkan di Banjarnegara 
pad a tanggal I '?} - f~ ~ 'J.O I tj 

TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

BUDHI SARWONO 

BUPATI BANJARNEGARA, 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tangga1 IC:?J - \;l -.?-~10 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati rm dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Banjamegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Seksi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemantauan harga dan stok 
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah, 
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di 
tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga 
pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan pupuk dan 
pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, 
penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. 

Pasal 24 

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Bidang Perdagangan, terdiri dari: 
a. Seksi Bina U saha dan Promosi: 
b. Seksi Sarana Perdagangan; 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. 

Pasal 22 

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

- 


